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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka sebagai 

jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada penelitian tesis ini dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hak-hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal 

merupakan hak universal petani yang dilindungi oleh Food And Agriculture 

Organisation (FAO) dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk 

Pangan dan Pertanian International Treaty on Plant Genetic Resources 

(ITPGRFA) serta dijamin oleh beberapa pasal dalam UUD 1945 namun telah 

terjadi pembatasan hak hak tersebut dengan diberlakukannya beberapa undang 

undang sebagai berikut : 

a. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 

dalam beberapa pasal bertentangan dengan UUD 1945 sehingga beberapa 

pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 

b. Dengan tidak disertifikasikannya varietas tanaman lokal berdasarkan 

Undang Undang 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

telahterjadi diskriminasi antara petani lokal dengan petani yang berada di 
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dalam industry perbenihan, yang mengakibatkan dipidananya petani lokal di 

Kediri Jawa Timur dan diintimidasinya petani di berbagai daerah. 

c. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani beberapa pasal bertentangan dengan UUD 1945. 

Undang Undang ini malah membatasi petani dalam pengelolaan tanah, 

pembatasan hak dalam kelembagaan petani, undang undang ini lebih 

menyudutkan petani kecil di daerah yang hanya sebagai buruh tani. 

Beberapa pasal dalam Undang Undang ini telah diajukan Judicial Review ke 

Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 

2. Beberapa pasal yang termuat dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman yang inkonstitusional telah dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Dengan dibatalkannya pasal-pasal tersebut maka petani 

kecil yang berbasis kearifan lokal dapat memiliki lagi hak eksklusifitas mereka 

atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal, dalam bentuk sebagai 

berikut: 

a. Hak atas kebebasan budidaya tanaman 

b. Hak atas akses informasi dan teknologi pertanian 

c. Hak atas kebebasan menentukan harga, dan pasar produksi pertanian 

d. Hak atas perlindungan nilainilai budaya pertanian 
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B. Saran 

1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 

harus direvisi, karena selain pasal pasal yang dianggap telah inkonstitusional 

dengan UUD 1945, undang undang ini adalah suatu produk hukum yang 

bersifat revolusi hijau. Maka sudah sangat tidak sesuai apabila masih digunakan 

saat ini jikalau pemerintah memang maumengembalikan kearifan lokal ke 

masing masing daerah. 

2. Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 

sudah sebaiknya direvisi kembali, karena tidak ada penjelasan perbedaan petani 

kecil dengan petani besar, yang dapat menimbulkan terdiskriminasinya petani 

yang telah membuat varietas baru namun tidak didaftarkan sesuai Undang 

Undang ini. 

3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani harus direvisi. Ketentuan yang seharusnya turut diatur 

dalam Undang Undang a-quo meliputi: 

a. Ketentuan yang mengatur mengenai kategori petani kecil yang dapat 

menikmati hak istimewa petani (farmer’s privilege). 

b. Ketentuan mengenai batas-batas dari hak pemulia/hak petani (farmer’s 

rights) atau disebut juga exhaustion of plant breeder’s rights. 

c. Perlindungan terhadap praktik-praktik tradisional petani. 
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